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	1
	KEPATUHAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
	1.1 Izin Lokasi atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen Izin Lokasi atau KKPR yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota/ OSS/PTSP/ Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi peta skala minimal 1:50.000. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia dokumen Izin Lokasi (awal dan/atau perpanjangan) dan/atau dokumen KKPR. Dokumen KKPR dimaksud berlaku bagi perolehan kebun sejak tahun 2021 
(2) Tersedia dokumen izin lokasi untuk perolehan kebun tahun 1993-2020
(3) Tersedia peta izin lokasi dan/atau dokumen KKPR dengan skala minimal 1:50.000 
	 

	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen yang 
sah 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen yang sah 


	
	
	
	2. Pemegang dokumen Izin Lokasi atau KKPR wajib membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(I, B, P) 
	Tersedia dokumen pembebasan lahan pada masa Izin Lokasi atau KKPR yang masih berlaku. 

	 

	 

	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen yang 
masih berlaku 

Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen yang 
masih berlaku 

	
	
	1.2 Perolehan Lahan 
Lahan perkebunan yang berasal dari lahan yang bukan untuk peruntukannya wajib memiliki dokumen peralihan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
	1. Perusahaan Perkebunan yang lahan perkebunannya berasal dari kawasan hutan produksi tetap/kawasan hutan produksi terbatas/kawasan hutan yang dapat dikonversi wajib mempunyai dokumen Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan. 

(I, B, P) 
	Tersedia dokumen Keputusan Penetapan Batas Areal yang diterbitkan oleh instansi berwenang 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen Keputusan Penetapan Batas Areal 

Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen Keputusan Penetapan Batas Areal 

	
	
	
	2. Lahan usaha perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diperoleh berdasarkan musyawarah dan mufakat tanpa paksaan serta persetujuan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dengan informasi yang lengkap mengenai penyerahan tanah dan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia kesepakatan melalui Padiatapa/ Persetujuan Atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang prosesnya diawasi oleh pemerintah desa/kecamatan/ kabupaten/kota. 

	
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen Padiatapa/ Persetujuan Atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/FPIC 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen Padiatapa/ Persetujuan Atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan/FPIC 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan tidak berasal dari tanah hak ulayat dan diakui oleh ketentuan yang berlaku. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen yang menunjukan bahwa lahan tidak berasal dari tanah hak ulayat 
Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen yang menunjukan bahwa lahan tidak berasal dari tanah hak ulayat 

	
	
	1.3 Hak Atas Tanah 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki bukti kepemilikan Hak atas Tanah (HGU dan/ atau Hak Pakai) yang sah dengan luasan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pertanahan. 

(I, B, P)  

	(1) Tersedia Sertifikat Hak atas tanah (HGU, HP) yang sesuai : a) nama pemegang Hak Atas Tanah (HGU, dan atau Hak Pakai) sesuai dengan nama Perusahaan Perkebunan, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penyesuaian nama Hak Atas Tanah apabila terjadi peralihan kepemilikan perusahaan; b) jenis penggunaan dan/ atau pemanfaatan tanah (komoditi usaha perkebunan) sesuai keputusan pemberian haknya; c) kesesuaian lokasi dan luasan operasional berada di dalam areal HGU; d) kesesuaian masa berlaku HGU pada saat sertifikasi ISPO. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen Hak atas tanah yang sah sesuai dengan nama, jenis penggunaan, kesesuaian lokasi dan lahan, masa berlaku, dan didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten. 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen Hak atas tanah yang sah sesuai dengan nama, jenis penggunaan, kesesuaian lokasi dan lahan, masa berlaku, dan didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten. 

	
	
	
	
	(2) SK Pemberian HGU wajib didaftarkan pada kantor pertanahan Kabupaten/Kota/Provinsi setempat yang dibuktikan dengan tanda terima. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan wajib memelihara batas-batas HGU 

(I, B) 
	(1) Tersedia Peta Bidang Tanah (Kadasteral) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP). 

	 
	
	
	Memenuhi Jika memiliki dokumen peta bidang tanah, rekaman jumlah dan keberadaan pilar batas/patok, SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk 
pemeliharaan pilar batas, dan rekaman monitoring pemeliharaan batas Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP). 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen peta bidang tanah, rekaman jumlah dan keberadaan pilar batas/patok, SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk pemeliharaan pilar batas, dan rekaman 
monitoring pemeliharaan batas Hak Atas Tanah 
(HGU dan/atau HP). 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen/rekaman jumlah dan keberadaan pilar batas/patok Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP) yang sesuai dengan Peta Bidang Tanah (Kadasteral). 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk pemeliharaan pilar batas/patok Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP). 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen rekaman/monitoring pemeliharaan pilar batas/patok Hak Atas Tanah (HGU dan/atau HP). 
	 
	 
	
	

	
	
	1.4 Sengketa Lahan dan Sengketa Lainnya terkait dengan Usaha Perkebunan 

	Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha perkebunan yang ada di dalam arealnya sesuai peraturan yang berlaku dan telah disepakati penyelesaiannya. 
(I, B, P) 
	(1) Tersedia hasil identifikasi areal sengketa dan peta lahan yang menjadi sengketa pada seluruh area operasionalnya yang berada di dalam HGU. 

	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki hasil identifikasi areal sengketa dan peta lahan yang menjadi sengketa 

Tidak memenuhi Jika tidak memiliki hasil identifikasi areal sengketa dan peta lahan yang menjadi sengketa 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen proses penyelesaian sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha perkebunan melalui musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum, dibuktikan dengan tanda terima pengaduan. 
	
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
proses penyelesaian sengketa lahan 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen proses penyelesaian sengketa lahan 

	
	
	
	
	(3) Tersedia laporan penyelesaian sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha Perkebunan yang telah dilaporkan ke instansi terkait dibuktikan dengan tanda terima. 

	
	
	
	Memenuhi Jika memiliki dokumen tanda terima pelaporan kepada instansi terkait 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen 
tanda terima pelaporan kepada instansi terkait 

	
	
	1.5 Tanah Terlantar Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan Hak atas Tanah (HGU dan/atau HP) sesuai dengan izin dan peruntukannya. 
	Perusahaan Perkebunan wajib memastikan pemanfaatan lahan HGU dan/atau Hak Pakai sesuai peruntukannya. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen pelaporan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah yang disampaikan kepada instansi terkait. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen pelaporan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang disampaikan kepada instansi terkait 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen pelaporan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang disampaikan kepada instansi terkait 
 

	
	
	
	
	(2) Tersedia hasil identifikasi pemanfaatan tanah yang belum sesuai peruntukannya. 

	 
	 
	 
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen identifikasi pemanfaatan tanah yang belum sesuai peruntukannya 
Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki dokumen identifikasi pemanfaatan tanah yang belum sesuai peruntukannya 

	
	
	1.6 Tumpang Tindih Lahan dengan Usaha Lainnya 

	Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan tertulis atas tumpang tindih lahan dengan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia hasil identifikasi lahan yang tumpang tindih dengan izin lain dan melaporkannya kepada pemberi izin. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
identifikasi areal yang 
tumpang tindih 
lahan 
Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
identifikasi areal yang 
tumpang tindih 
lahan 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen kesepakatan yang memuat: lokasi, luasan, periode, khususnya bagi izin usaha lainnya yang dikeluarkan setelah izin Lokasi perkebunan. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen penyelesaian 
tumpang tindih 
lahan 
Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki Dokumen penyelesaian 

	
	
	1.7 Bentuk Badan Hukum 

Perusahaan Perkebunan harus berbentuk Badan Hukum dan mempunyai semua izin yang dipersyaratkan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki akta pendirian badan usaha yang disahkan oleh Kementerian yang membidangi Hukum. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen Akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian yang membidangi Hukum dan sesuai dengan : a) nama Perusahaan Perkebunan, b) bidang usaha dan c) tipe kepemilikan Perusahaan Perkebunan (PMA atau PMDN) 
	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
akta pendirian 
berbadan 
Hukum 

Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen akta pendirian 
berbadan Hukum 


	
	
	
	
	(2) Jika terjadi perubahan, maka harus tersedia Akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Kementerian yang membidangi hukum. 

	 
	
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

(I, B, P) 
	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi ISPO 
	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
NPWP, NIB 

Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 
NPWP, NIB 

	
	
	
	3. Semua bangunan dengan kategori permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(I, B, P) 
	Tersedia Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan (rumah 
permanen, pabrik, kantor, gudang, bengkel, dll) yang diperoleh dari instansi yang berwenang.
	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
IMB dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

Tidak memenuhi Jika tidak 
memiliki IMB dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

	
	
	
	4. Bangunan PKS dan Fasilitasnya, yang berada di luar HGU mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang. 

(I, P) 

	Tersedia SK atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang sesuai dengan : a) nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi ISPO, b) jenis penggunaan dan/atau pemanfaatan, c) lokasi bangunan, d) luas bangunan, dan e) masa berlaku 

	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SK atau 
HGB 
Tidak memenuhi Jika tidak Memiliki SK atau HGB 

	
	
	
	5. Perusahaan Perkebunan wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPH dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan SPT pajak sesuai peraturan yang berlaku. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia bukti pembayaran/setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1 (satu) tahun terakhir. 

	 

	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
PBB, PPh, PPN 
Tidak memenuhi Jika tidak memiliki PBB, PPh, PPN 

	
	
	
	
	(2) Tersedia bukti pembayaran/setoran Pajak Penghasilan (PPh) 3 (tiga) bulan terakhir dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1 (satu) tahun terakhir. 
	 

	
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia bukti lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada instansi terkait. 
	 
	
	
	

	
	
	1.8 Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan 

	Perusahaan Perkebunan memiliki Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan. 

(I, B, P) 
	Tersedia Izin atau Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan: a) nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi ISPO, b) ruang lingkup usaha, dan c) lokasi usaha. 
	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
Izin atau Persetujuan Lingkungan 
sesuai 
ketentuan yang 
berlaku 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki Izin atau Persetujuan Lingkungan 

	
	
	1.9 Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 

Perusahaan Perkebunan yang mengajukan Perizinan berusaha sektor perkebunan dan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

	Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen kerja sama dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. 
Fasilitasi dapat dilakukan melalui: a) pola kredit, b) pola bagi hasil, c) bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, d) bentuk kemitraan lainnya 

(I, B) 
	(1) Tersedia dokumen kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
kerja sama 
Perusahaan Perkebunan 
Perkebunan 
dengan 
masyarakat 
sekitar 
Tidak 
memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 
kerja sama 
Perusahaan Perkebunan 
Perkebunan 
dengan 
masyarakat sekitar 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen perencanaan pemenuhan kewajiban fasilitasi masyarakat sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja sama 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen realisasi kerja sama pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B) yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perudangan yang berlaku dan dilaporkan ke instansi berwenang. 

	 
	 
	
	

	
	
	1.10 Izin Usaha Perkebunan atau Perizinan Berusaha 

	Perusahaan Perkebunan memiliki Izin Usaha Perkebunan/ Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen Izin Usaha Perkebunan/ Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota/ Gubernur/BKPM atas nama Menteri Pertanian, sesuai dengan kewenangan) 

	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen Izin Usaha Perkebunan/ Perizinan Berusaha dan memenuhi persyaratan 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen Izin Usaha Perkebunan/ Perizinan Berusaha atau tidak memenuhi persyaratan 

	
	
	
	
	(2) Izin Usaha Perkebunan/Perizinan diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan. 

	 
	
	
	

	
	
	
	
	(3) Luas Usaha Perkebunan/Perizinan harus lebih besar atau sama dengan luas HGU/HGB. 

	
	
	
	

	
	
	
	
	(4) Areal usaha perkebunan yang disertifikasi ISPO harus dapat dipastikan berada di dalam areal Izin Perkebunan 

	 
	
	 

	

	
	
	
	
	(5) Jumlah unit dan kapasitas terpasang atau volume produksi produk dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sesuai dengan kapasitas yang tertera didalam Izin Usaha Perkebunan/Perizinan 

	 
	
	 


	

	
	
	
	
	(6) Komoditi yang tertera dalam dokumen Izin Usaha Perkebunan/Perizinan sesuai dengan komoditi yang diusahakan. 
	 
	
	 

	

	
	
	
	
	(7) Untuk IUP-P, ditunjukkan dengan ketersediaan bahan baku TBS yang diolah di PKS paling rendah 20% dari kebun sendiri ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerja sama pasokan bahan baku TBS antara PKS dengan perkebun minimal 10 (sepuluh) tahun. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	(8) Pemenuhan bahan baku minimal 20% dari kebun yang diusahakan sendiri, dibuktikan dengan: (a) Dokumen Perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pekebun minimal 15 (lima belas) tahun, jika pemenuhan bahan baku berasal dari hak atas tanah pekebun; atau (b) Dokumen HGU atas nama perusahaan yang mengajukan sertifikasi ISPO, jika pemenuhan bahan baku berasal dari HGU milik perusahaan; atau (c) Dokumen Perjanjian Hak Pakai, jika pemenuhan bahan baku berasal dari lahan yang disewa dari Hak Pakai. 
	 
	 
	
	

	2 
	PRAKTIK PERKEBUNAN YANG BAIK
	2.1 Perencanan Perkebunan 

Perusahaan 
Perkebunan harus memiliki perencanaan 
jangka pendek, 
menengah dan 
panjang untuk 
kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki rencana strategis yang berisi visi dan misi yang mendukung usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. 

(I, B, P)
	(1) Tersedia dokumen visi dan misi Perusahaan Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan yang disahkan oleh pimpinan Perusahaan Perkebunan. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
Rencana strategis. 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak memiliki Rencana strategis. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia bukti sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan yang Mendukung usaha Berkelanjutan kepada pekerja dan mitra kerja. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki Struktur Organisasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen Struktur Organisasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang disahkan oleh Pimpinan. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
Struktur organisasi beserta uraian tugas yang lengkap. 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki Struktur organisasi beserta uraian tugas yang lengkap. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia Struktur Organisasi sesuai dengan kegiatan operasional, termasuk unit yang secara khusus menangani Sistem Rantai Pasok (SRP). 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia uraian tugas dan tanggung jawab untuk setiap posisi dan level struktur organisasi. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki perencanaan dan evaluasi seluruh kegiatan operasional usaha perkebunan kelapa sawit 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara lengkap yang menjelaskan seluruh kegiatan operasional usaha perkebunan kelapa sawit 
	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
perencanaan, 
monitoring dan 
evaluasi usaha 
perkebunan. 
Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki 
perencanaan, 
monitoring dan evaluasi usaha perkebunan. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan/evaluasi tentang penerapan seluruh kegiatan operasional usaha perkebunan kelapa sawit 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia laporan Hasil Audit Keuangan Perusahaan Perkebunan. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	4. Perusahaan Perkebunan memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait mekanisme pengorganisasian tenaga kerja dalam penerapan praktik budi daya. Termasuk pembagian tugas dan sistem rotasi kerja 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki sistem 
Manajemen SDM. 
Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki 
Sistem manajemen 
SDM. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait pelatihan tentang praktik budi daya perkebunan yang baik. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	5. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU/HGB) untuk pembangunan perkebunan, unit pengolahan kelapa sawit, kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia rencana dan realisasi luas pemanfaatan lahan sesuai dengan luas HGU dan/ atau HGB. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan. 
Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rencana dan realisasi kapasitas pabrik sesuai dengan izin usaha perkebunan/perizinan berusaha. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia laporan Perkembangan usaha perkebunan tahunan yang dilaporkan kepada pemberi izin usaha perkebunan. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen untuk mengusahakan seluruh areal yang secara teknis dapat ditanami sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
	 
	 
	
	

	
	
	2.2 Pembukaan dan Pengolahan Lahan 

	1. Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan kaidah pembukaan lahan baru dan operasional perkebunan tanpa bakar 

(I, B) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait pembukaan lahan tanpa bakar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki SOP/ Petunjuk teknis/ IK, dokumen/rekaman, BA, Laporan dan/ atau RKPPL untuk kegiatan pembukaan lahan baru dan operasional perkebunan tanpa bakar. 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/IK, dokumen/ rekaman, BA, Laporan dan/atau RKPPL untuk kegiatan pembukaan lahan baru dan operasional perkebunan tanpa bakar 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen/rekaman implementasi kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia identifikasi riwayat Pemunculan titik api di area konsesi. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia Berita Acara (BA) pembukaan lahan secara manual/ mekanis. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia laporan tindakan penanggulangan kebakaran. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(6) Jika terdapat rencana pembukaan lahan baru/peremajaan, tersedia dokumen RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam proses pembukaan lahan baru, penataan lahan dan operasional perkebunan 

(I,B) 

	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait kegiatan pembukaan lahan baru, penataan lahan dan operasional perkebunan yang menerapkan kaidah konservasi tanah dan air, meliputi:
a) pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak tertentu dari tepi waduk/danau, tepi mata air, tepi sungai, tepi anak sungai, tepi jurang, dan tepi pantai sesuai dengan penetapan pemerintah. Apabila jarak pembukaan dan penanaman belum ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak tersebut harus ditetapkan dalam SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja internal Perusahaan Perkebunan;
b) pembuatan sistem drainase untuk lahan yang memiliki kemiringan lereng datar sampai bergelombang (<8%);
c) pengawetan tanah secara fisik pada:
· lahan berombak- bergelombang (8-15%) dengan pembuatan tapak kuda mengikuti kontur dan silvit seperlunya; dan/atau 
· lahan bergelombang-berbukit (15-30%) dengan pembuatan teras kontur disertai dengan pembuatan silvit.
d) pengawetan tanah secara biologi dengan penanaman tanaman penutup tanah (cover crops) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/ degradasi tanah. 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/IK, dokumen/ rekaman, BA, Laporan dalam menerapkan 
Kaidah konservasi 
tanah dan air 
dalam pembukaan lahan baru, penataan lahan dan operasional perkebunan. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dokumen/rekaman, BA, Laporan dalam menerapkan 
kaidah 
konservasi 
tanah dan air 
dalam pembukaan lahan baru, penataan  
lahan dan operasional perkebunan. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen/rekaman implementasi pembukaan lahan baru, penataan lahan dan operasional perkebunan yang menerapkan kaidah konservasi tanah dan air sesuai dengan SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang telah ditetapkan. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman dan peta penataan lahan meliputi penataan blok, pembuatan jalan kebun dan emplasement. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen/ rekaman konservasi tanah dan air secara fisik, kimia maupun biologi. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia rekaman pembukaan lahan sesuai persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL yang sesuai ketentuan peraturan perundangan. 
	 
	 
	 
	

	
	
	2.3 Perbenihan 

Perusahaan Perkebunan 
dalam 
melakukan 
penanaman 
harus 
menggunakan 
benih unggul 
bersertifikat. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait Perbenihan. 

(I,B) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penggunaan benih unggul. 

	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penggunaan benih unggul dan penangangan benih yang tidak memenuhi persyaratan, serta rekaman implementasinya. 
Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penggunaan benih unggul dan penangangan benih yang tidak memenuhi persyaratan, serta rekaman implementasinya. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penangangan benih yang tidak memenuhi persyaratan.
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen/rekaman implementasi penggunaan benih unggul. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen/rekaman/berita acara implementasi penangangan benih yang tidak memenuhi persyaratan. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen pelaksanaan penyediaan benih bersertifikat. 

(I,B) 

	(1) Tersedia sertifikat benih dari produsen benih bersertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

	 
	 
	 
	Memenuhi 
Jika memiliki 
Dokumen sertifikat benih dari produsen 

Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Dokumen sertifikat benih dari produsen 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen pelaksanaan pembelian kecambah mulai dari permohonan pembelian sampai kecambah diterima. 

	 
	 
	 
	

	
	
	2.4 Penanaman pada Lahan Mineral dan/atau Penanaman pada Lahan Gambut 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme penanaman kelapa sawit di lahan mineral. 

(I,B) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait penanaman kelapa sawit pada lahan mineral sesuai dengan peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit. 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dokumen rekaman implementasinya. 
Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dokumen rekaman implementasinya 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen/rekaman implementasi penanaman kelapa sawit pada lahan mineral 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme penanaman kelapa sawit di lahan gambut. 

(I, B) 
	(1) Tersedia SOP/ Petunjuk teknis/Instruksi Kerja meliputi:
a) penanaman di lahan gambut sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pemanfaatan lahan gambut untuk budi daya kelapa sawit;
b) pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi;
c) penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku, alat ukur, dokumen hasil identifikasi, dan dokumen rekaman implementasinya. 

Tidak Memenuhi Jika tidak 
memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dokumen rekaman implementasinya 


	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman implementasi SOP/ Petunjuk teknis/Instruksi Kerja meliputi: 
a) penanaman di lahan gambut sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pemanfaatan lahan gambut untuk budi daya kelapa sawit;
b) pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi;
c) penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen hasil identifikasi dan pemetaan pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen hasil identifikasi kedalaman gambut di areal 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia alat untuk mengukur penurunan lapisan tanah gambut.
	 
	
	 

	

	
	
	
	
	(6) Tersedia sarana dan prasana terkait pengelolaan penanaman di lahan gambut. 
	 
	
	 

	

	
	
	
	
	(7) Tersedia hasil monitoring subsidensi dan pengaturan tinggi muka air tanah. 
	 
	
	 
	

	
	
	2.5 Pemeliharaan Tanaman 

	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait pemeliharaan tanaman kelapa sawit 

(I,B) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman sesuai dengan peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rencana pemeliharaan tanaman, yang meliputi: 
a) konsolidasi tanaman; 
b) penyisipan tanaman;
c) pemeliharaan piringan pohon;
d) pemeliharaan penutup tanah;
e) pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun;
f) pemeliharaan terasering dan tinggi muka air;
g) pemeliharaan drainase;
h) tunas pasir (TBM). 
	 
	 
	 
	Memenuhi 
Jika memiliki rencana pemeliharaan tanaman 
Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rencana pemeliharaan tanaman 

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen rekaman implementasi pemeliharaan tanaman tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya, yang meliputi: 
a) konsolidasi tanaman; 
b) penyisipan tanaman; 
c) pemeliharaan piringan pohon; 
d) pemeliharaan penutup tanah; 
e) pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun; 
f) pemeliharaan terasering dan tinggi muka air; 
g) pemeliharaan drainase; 
h) tunas pasir (TBM). 
	 
	 
	 
	Memenuhi Jika memiliki dokumen rekaman implementasi pemeliharaan tanaman tahun berjalan dan 1(satu) tahun sebelumnya 
Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen rekaman implementasi pemeliharaan tanaman tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya 

	
	
	2.6 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 


	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pengamatan dan pengendalian OPT, serta menerapkan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis. 

(I, B) 

	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengamatan dan pengendalian OPT yang dapat menjamin bahwa: 
a) pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (Pengendalian Hama Terpadu/ PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi; 
b) penerapan sistem peringatan dini (Early Warning Sistem/ EWS) melalui pengamatan OPT dilakukan secara berkala;
c) pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian;
d) penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan;
e) tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas;
f) tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT;
g) penggunaan tanaman inang musuh alami (inventarisasi jenis, jumlah dan lokasi) 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengamatan dan pengendalian OPT, dan dokumen rekaman implementasinya. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengamatan dan pengendalian OPT, dan dokumen rekaman implementasinya. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman implementasi pengamatan dan pengendalian OPT yang dapat menjamin bahwa: 
a) pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (Pengendalian Hama Terpadu/ PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi;
b) penerapan sistem peringatan dini (Early Warning Sistem/ EWS) melalui pengamatan OPT dilakukan secara berkala;
c) pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian;
d) penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan;
e) tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas;
f) tersedia gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT;
g) penggunaan tanaman inang musuh alami (inventarisasi jenis, jumlah dan lokasi).
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait mitigasi penggunaan pestisida. 

(I, B) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan dan pengelolaan pestisida, yaitu: 
a) penggolongan pestisida; 
b) tata cara penggunaan Pestisida; 
c) penyimpanan Pestisida; 
d) keracunan pestisida dan Gejalanya;
e) pertolongan pertama terhadap keracunan Pestisida. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan dan pengelolaan pestisida, dan dokumen rekaman implementasinya. 

Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan 


	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman implementasi penanganan dan pengelolaan pestisida, yaitu: 
a) penggolongan pestisida; 
b) tata cara penggunaan Pestisida; 
c) penyimpanan Pestisida; 
d) keracunan pestisida dan Gejalanya; 
e) pertolongan pertama terhadap keracunan Pestisida.
	 
	 
	 
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki komitmen tertulis dari pihak manajemen Perusahaan Perkebunan untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional perkebunan. 

(I, B) 
	(1) Tersedia dokumen tertulis terkait komitmen dalam pengurangan bahan pestisida pada kegiatan pemeliharaan tanaman. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen komitmen tertulis, dokumen rekaman penggunana pestisida, upaya pengurangannya serta inventarisasi penggunaan agensia hayati untuk pemeliharaan tanaman 
Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen komitmen tertulis, 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman penggunaan pestisida dan pengurangannnya sampai batas tertentu dengan subtitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan agensia hayati untuk pemeliharaan tanaman perkebunan 
	 
	 
	 
	

	
	
	2.7  Pemanenan 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait pemanenan Kelapa Sawit 

(I, B) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pemanenan dan kriteria TBS matang panen sesuai dengan peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pemanenan, serta dokumen rekaman implementasinya. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk 
teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pemanenan, serta dokumen rekaman implementasinya. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman implementasi pemanenan TBS sesuai dengan peraturan perundangan terkait pedoman budi daya kelapa sawit. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki data produksi dan produktivitas, serta data proyeksi 1 (satu) tahun ke depan 

(I, B) 
	(1) Tersedia data produksi dan produktivitas kebun secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki data data produksi dan produktivitas kebun secara periodik dan data proyeksi produksi dan produktivitas kebun 1 (satu) tahun ke depan 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki ata data 
produksi dan produktivitas kebun secara periodik dan data proyeksi produksi dan produktivitas kebun 1 (satu) tahun ke depan 

	
	
	
	
	(2) Tersedia data proyeksi produksi dan produktivitas kebun 1 (satu) tahun ke depan 
	 
	 
	
	

	
	
	2.8 Pengangkutan TBS 

Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan mutu. 
	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait pengangkutan TBS secara efektif dan efisien untuk menghindari restan dan penurunan mutu TBS 

(I, B) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pelaksanaan pengangkutan TBS dengan memperhatikan: 
a) manajemen waktu dan rute pengangkutan; 
b) jenis dan kapasitas kendaraan angkut; 
c) manajemen muatan;
d) keamanan;
e) monitoring dan pencatatan (waktu TBS diangkut dari kebun dan waktu TBS tiba di pabrik pengolahan kelapa sawit) 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengangkutan TBS, serta dokumen rekaman implementasinya 
Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengangkutan TBS, serta dokumen rekaman implementasinya 


	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman implementasi pelaksanaan pengangkutan TBS dengan memperhatikan: 
a) manajemen waktu dan rute pengangkutan; 
b) jenis dan kapasitas kendaraan angkut;
c) manajemen muatan;
d) keamanan;
e) monitoring dan pencatatan (waktu TBS diangkut dari kebun dan waktu TBS tiba di pabrik pengolahan kelapa sawit) 
	 
	 
	
	

	
	
	2.9  Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit

Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme penerimaan TBS sesuai peraturan perundangan yang berlaku 

(I,P) 

	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penerimaan TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit meliputi: 
a) Registrasi dan pemeriksaan dokumen; 
b) Penimbangan bruto dan tara;
c) Kriteria TBS yang diterima sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
d) Sortasi mutu TBS;
e) Pencatatan dan pembayaran. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penerimaan TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit, serta dokumen rekaman 
implementasi pelaksanaan 
Tidak Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penerimaan TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit, serta dokumen rekaman implementasi pelaksanaan 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman penerimaan TBS di pabrik pengolahan kelapa sawit paling sedikit memuat: 
a) Nama pemasok;
b) Alamat dan lokasi kebun;
c) Status sertifikasi ISPO; 
d) Tanggal penerimaan;
e) Mutu TBS;
f) Harga/pembayaran 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki sarana dan prasarana pengiriman TBS dari lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju tempat pengolahan (PKS) 

(I, P) 

	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi terkait pemeliharaan sarana prasarana penerimaan TBS, meliputi: 
a) Jalan lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju tempat pengolahan (PKS); 
b) Jembatan timbang; 
c) Area sortasi; 
d) Ramp bongkar muat. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan sarana prasarana penerimaan TBS, serta dokumen rekaman implementasi pelaksanaan 

Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemeliharaan sarana prasarana penerimaan TBS, serta dokumen rekaman implementasi pelaksanaan 

	
	
	
	
	(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi terkait pemeliharaan sarana prasarana penerimaan TBS, meliputi: 
a) Jalan lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju tempat pengolahan (PKS);
b) Jembatan timbang; 
c) Area sortasi;
d) Ramp bongkar muat. 
	 
	 
	 
	

	
	
	2.10 Pengolahan TBS 

Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait proses pengolahan, proses pemantauan dan pengukuran kualitas produk olahan TBS. 

(I,P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja proses pengolahan TBS, sesuai dengan penerapan praktek pengolahan yang baik (Good Management Practices/ GMP), termasuk: 
a) perencanaan produksi 
b) pengukuran kualitas produk olahan TBS. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja proses pengolahan TBS, serta dokumen rekaman implementasinya 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja proses pengolahan TBS, serta dokumen rekaman implementasinya 

	
	
	
	
	(2) Tersedia  dokumen rekaman implementasi proses pengolahan TBS, sesuai dengan penerapan praktek pengolahan yang baik (Good Management Practices/ GMP), termasuk: 
1. perencanaan produksi; 
2. pengukuran kualitas produk olahan TBS. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memilki dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit. 

(I, P) 
	Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit. 
	 
	 
	 
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen penggunaan air. 

Tidak Memenuhi Jika tidak 
memiliki 
dokumen penggunaan air  

	3 
	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 
	3.1 Pelaksanaan Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan 

Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Persetujuan Lingkungan. 
	Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen terkait hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk pelaporannya kepada instansi yang berwenang. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen lingkungan (AMDAL, UKL- UPL, dan sejenisnya) yang telah disahkan oleh instansi terkait, mencakup seluruh aktivitas operasional Perusahaan Perkebunan, antara lain: (a) luas area; (b) rencana kapasitas olah pabrik; (c) pengelolaan limbah. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen lingkungan yang telah disahkan dan memiliki laporan pelaksanaan. 
Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan dan memiliki laporan pelaksanaan. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia laporan pelaksanaan dari dokumen lingkungan yang telah dilaporkan ke instansi terkait dibuktikan dengan tanda terima. 
	 
	 
	
	

	
	
	3.2 Pengelolaan Limbah 

Perusahaan Perkebunan melaksanakan kewajiban mengelola limbah kelapa sawit sesuai peraturan perundangan. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki Izin/Persetujuan teknis/SLO (Surat Laik Operasional) mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan emisi udara) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. 

(I, P) 
	(1) Tersedia dokumen izin Persetujuan teknis/SLO (Surat Laik Operasional) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang untuk pemanfaatan/pembuangan ke badan air/pembuangan ke laut, mencakup: (a) masa berlaku; dan (b) kesesuaian lokasi. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen izin Persetujuan teknis/SLO (Surat Laik Operasional). 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen izin Persetujuan teknis/SLO (Surat Laik Operasional). 

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pengelolaan limbah (padat, cair dan emisi udara). 

(I, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi: (a) pengelolaan limbah padat, (b) pengelolaan limbah cair (IPAL), dan (c) pengelolaan emisi udara 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengelolaan limbah padat, cair (IPAL), dan emisi udara; rekaman pelaksanaan; laporan pengelolaan limbah; dan dokumen hasil pengujian. 
Tidak 
Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengelolaan limbah padat, cair (IPAL), dan emisi udara; rekaman pelaksanaan; laporan pengelolaan limbah; dan dokumen hasil pengujian. 


	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan pengelolaan limbah dan pelaporan pengelolaan, pemantauan limbah yang telah dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku (padat, cair dan emisi udara). 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi dan menunjukkan seluruh parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit sesuai peraturan yang berlaku. 
	 

	
	
	

	
	
	3.3 Gangguan dari 

Sumber yang 
Tidak Bergerak 
Gangguan dari 
sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku gangguan tingkat lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan-perundangan. 

	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme untuk 
menangani 
gangguan 
sumber tidak 
bergerak sesuai 
dengan pedoman 
yang yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang 
lingkungan 
hidup. 

(I, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang menginformasikan tata cara pengelolaan gangguan sumber tidak bergerak (emisi dan ambient) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja gangguan 
sumber tidak bergerak (emisi dan ambient); rekaman pelaksanaan; laporan pengelolaan kepada instansi yang berwenang; dan dokumen hasil pengujian. 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja gangguan 
sumber tidak 
bergerak (emisi dan ambient); rekaman pelaksanaan; laporan pengelolaan kepada instansi yang berwenang; dan dokumen hasil pengujian. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pengelolaan gangguan sumber tidak bergerak (emisi dan ambient) yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen rekaman hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi dan menunjukkan seluruh parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk gangguan dari sumber yang tidak bergerak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
	 
	
	 

	

	
	
	3.4 Pemanfaatan Limbah 

Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untukmeningkatkanefisiensi dan 
mengurangi 
dampak lingkungan. 
	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pemanfaatan limbah (padat, cair dan gas/udara). 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang menginformasikan: 
(a) pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil; 
(b) pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik;
(c) pemanfaatan limbah cair berupa Land Application (LA) untuk pemupukan;
(d) pemanfaatan limbah gas untuk mengurangi emisi karbon. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemanfaatan limbah (padat, cair dan gas/udara); rekaman pelaksanaan kepada instansi yang berwenang. 
Tidak 
Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pemanfaatan limbah (padat, cair dan gas/udara); rekaman pelaksanaan kepada instansi yang berwenang.

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan pemanfaatan limbah padat, cair dan gas/udara yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 

	 
	 
	 
	

	
	
	3.5 Pengelolaan 

Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) 
Serta Limbah 
B3 
Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangan. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengelolaan Bahan 
Berbahaya dan 
Beracun (B3) 
serta Limbah 
B3; rekaman pelaksanaan kepada instansi yang berwenang. 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak dokumen SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengelolaan B3 dan Limbah B3; rekaman pelaksanaan kepada instansi yang berwenang. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3 yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki Legalitas Tempat Penyimpana Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang 


(I, B, P) 
	(1) Tersedia Legalitas Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Tempat Penyimpanan Sementara LB3) berupa izin yang masih berlaku/ rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan dan sesuai dengan nama pelaku usaha dan/atau kegiatan Perkebunan. 
	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 

	
	
	
	
	(2) Kesesuaian jenis Limbah B3 yang tercantum di dalam legalitas Tempat Penyimpanan Sementara LB3 dengan Limbah B3 yang dihasilkan dan disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara LB3. 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tempat Penyimpanan sementara limbah B3, harus memenuhi syarat sebagai berikut: Persyaratan 
a) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 
1) Bebas banjir; 
2) tidak rawan bencana. 
atau telah direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
b) fasilitas Penyimpanan Limbah B3, berupa: 
1) bangunan;
2) tangki dan/atau kontainer;
3) silo; 
dilengkapi dengan peralatan penanggulangan keadaan darurat
	
	
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait untuk menangani limbah B3. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen kerja sama dengan pihak ketiga Pengelola Limbah B3 (Pengangkut/ Pengumpul/ Pemanfaat/Pengolah dan/atau Penimbun) yang masih berlaku. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 

	
	
	
	
	(2) Jika Perusahaan Perkebunan bekerja sama dengan Pengumpul Limbah B3, maka Penghasil Limbah B3 atau pelaku usaha dan/atau kegiatan Perkebunan harus memiliki Salinan Kontrak Kerja sama antara Pihak pengumpul dengan Pengelola Akhir (Pemanfaatan/ Pengolahan dan/atau Penimbunan) Limbah B3. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Pihak Pengelola Limbah B3 harus memiliki legalitas Pengelolaan Limbah B3 yang masih berlaku. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia Dokumen Neraca (Catatan keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia laporan manifes Elektronik pengiriman Limbah B3 untuk jenis Limbah B3 yang telah diangkut dari TPS Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(6) Kesesuaian penerima Limbah B3 dalam manifes dengan dokumen kerja sama. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	4. Penggunaan bahan kimia yang dilarang atau dibatasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

(I, B, P) 
	Dokumen yang menjelaskan penggunaan Bahan Kimia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 

	
	
	3.6 Pengendalian Kebakaran Lahan dan Bencana Alam 

Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan, 
pemantauan dan penanggulangan kebakaran, serta penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran lahan.

(I, B, P) 
 

	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran di areal izin Usaha Perkebunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, rekaman sosialisasi, dan komitmen tertulis terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, rekaman sosialisasi, dan komitmen tertulis terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan pencegahan, pemantauan dan penanggulangan kebakaran, yang dilaporkan per 1 (satu) tahun sekali ke instansi terkait. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman sosialisasi penanggulangan kebakaran kepada seluruh jajaran pelaku usaha Perkebunan, pekerja, publik dan tim pemadam kebakaran kebun. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia komitmen tertulis dari seluruh jajaran pelaku usaha Perkebunan, pekerja, publik dan tim pemadam kebakaran kebun yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam areal izin usaha Perkebunan
	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan. 

(I, B, P)  
	(1) Tersedia tim/unit penanggulangan kebakaran yang telah mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari instansi berwenang. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki tim/unit penanggulangan kebakaran dan dokumen pelatihan 
Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
tim/unit penanggulangan kebakaran dan dokumen pelatihan 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara periodik. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundangan

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundangan.
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia daftar inventarisasi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen pembaharuan dan pengecekan secara berkala untuk sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran.
	 
	 
	 
	

	
	
	
	4. Perusahaan Perkebunan menyediakan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. 

(I, B, P) 
	Tersedia anggaran 
untuk pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
anggaran 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
anggaran 

	
	
	3.7 Kawasan Lindung dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi 

Perusahaan Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi. 

(I, B, P) 

	Tersedia dokumen hasil 
Identifikasi kawasaan 
lindung dan areal 
bernilai konservasi tinggi di areal konsesi 
perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

	 
	 
	 
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pemeliharaan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pemeliharaan, pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi serta telah disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan dokumen rekaman implementasi dan bukti sosialisasi. 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan dokumen rekaman implementasi dan bukti sosialisasi. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman implementasi pemeliharaan, pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi, serta bukti sosialisasi kepada seluruh pekerja dan masyarakat. Dilakukan minimum setahun sekali dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki peta lokasi dan Rencana Pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia peta lokasi NKT dan kawasan lindung yang sesuai dengan dokumen hasil identifikasi kawasan lindung dan NKT serta mendapat persetujuan manajemen Perusahaan Perkebunan dengan skala minimal 1:50.000. 
	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
peta, rencana pengelolaan dan bukti sosialisasi rencana pengelolaan 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki peta, rencana pengelolaan dan bukti sosialisasi rencana pengelolaan. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rencana pengelolaan seluruh NKT dan kawasan lindung yang telah disosialisasikan kepada pekerja dan masyarakat sekitar. 
	 
	
	
	

	
	
	3.8 Konservasi 

Keanekaragaman Hayati 
(Biodiversity) Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati pada areal konsesi 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di areal konsesi (dari dokumen lingkungan). 

(I,B) 
	(1) Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di areal konsesi, sebelum dan sesudah kegiatan usaha perkebunan dilakukan. 

	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, rencana pemantauan dan pemutakhiran 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
Memiliki dokumen daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, rencana pemantauan dan pemutakhiran 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rencana pemantauan tumbuhan dan satwa yang dilindungi di areal konsesi. 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	(3) Dilakukan pemutakhiran dokumen tentang daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di areal konsesi berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan kepada institusi yang menangani konservasi dan perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 
	 
	 

	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pelestarian keanekaragaman hayati (Biodiversity). 

(I, B) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pelestarian keanekaragaman hayati (Biodiversity). 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dokumen rekaman pelestarian, rencana dan bukti rekaman sosialisasi 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dokumen rekaman pelestarian, rencana dan bukti rekaman sosialisasi 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pelestarian keanekaragaman hayati (Biodiversity). 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rencana dan bukti rekaman sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pelestarian keanekaragaman hayati (Biodiversity). 
	 
	 
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki upaya penanganan apabila ditemukan insiden dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. 

(I, B) 
	Tersedia 
rekaman penanganan 
apabila ditemukan insiden dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta telah dilaporkan kepada BKSDA setempat 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki rekaman penanganan 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
rekaman penanganan 

	
	
	3.9 Konservasi 

terhadap 
Sumber dan 
Kualitas Air 
	Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme 
identifikasi, pemantauan, 
pengelolaan dan 
pemeliharaan 
sumber dan 
kualitas air 
serta tersedia 
peta badan air. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang mengatur tata cara melakukan identifikasi, pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, hasil identifikasi, peta badan air, program pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan, serta dokumen rekaman 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, hasil identifikasi, peta badan air, program pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan, serta dokumen rekaman

	
	
	
	
	(2) Tersedia hasil identifikasi sumber air yang dilengkapi dengan peta yang menginformasikan lokasi badan air.
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia program rencana pemantauan, pengelolaan dan pemeliharaan kualitas air permukaan secara periodik. 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia rekaman/bukti terdokumentasi penerapan pengelolaan air, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air melalui hasil pengujian mutu air di laboratorium terakreditasi secara berkala. 
	 
	 
	 
	

	
	
	3.10 Konservasi Kawasan dengan Potensi Erosi Tinggi 

Perusahaan Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari potensi erosi tinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang mengatur tata cara melakukan identifikasi kawasan dengan potensi erosi tinggi dan rencana konservasinya sesuai peraturan yang berlaku.
	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan dokumen rekaman pelaksanaan kegiatan 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan dokumen rekaman pelaksanaan kegiatan 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen program dan rekaman pelaksanaan kegiatan konservasi kawasan dengan potensi erosi. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran sungai. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia peta topografi areal perkebunan yang termutakhir 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki peta 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki peta 

	
	
	
	
	(2) Tersedia Peta lokasi areal dengan potensi erosi tinggi 

	 
	 
	
	

	
	
	3.11 Inventarisasi dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca 

Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki laporan Inventarisasi GRK 

(I, B, P) 
	Tersedianya Laporan Inventarisasi GRK 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Tersedia laporan inventarisasi GRK dan analisis perubahan lahan 

Tidak memenuhi 
Tidak memiliki 
laporan inventarisasi GRK dan analisis perubahan lahan 

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen riwayat lahan 

(I, B, P) 
	Tersedia dokumen analisis perubahan 
lahan mulai dari 
tahun sebagaimana 
tercantum dalam 
kalkulator GRK 
ISPO yang termutakhir. 
	 
	
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme dan Laporan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan Laporan mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK). 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Memilki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan Laporan mitigasi serta data pendukung 
terdokumentasi 

Tidak 
memenuhi 
Tidak memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan Laporan mitigasi serta data pendukung 
terdokumentasi 

	
	
	
	
	(2) Tersedia data pendukung terdokumentasi untuk perhitungan GRK. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	4. Perusahaan Perkebunan memiliki hasil perhitungan GRK. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen hasil perhitungan GRK yang benar sesuai dengan sumber data dan acuan yang berlaku. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Memiliki dokumen hasil perhitungan 
GRK serta program dan rekaman program pengurangan GRK 

Tidak memenuhi 
Tidak Memiliki 
dokumen hasil perhitungan 
GRK serta program dan rekaman program pengurangan GRK 


	
	
	
	
	(2) Tersedia program pengurangan GRK yang termutakhir. 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman kegiatan program pengurangan GRK. 
	
	
	
	

	
	
	3.12 Perlindungan terhadap Hutan Alam dan Gambut 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia peta padu serasi areal operasional kebun dengan hutan alam. 

	 
	 
	 
	Memenuhi 
Memiliki 
dokumen 

Tidak 
Memenuhi 
Tidak memiliki 
dokumen. 

	
	
	
	
	(2) Peta padu serasi areal perkebunan/ pabrik dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) revisi terbaru.
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman bahwa Perusahaan Perkebunan tidak membuka areal hutan dan gambut. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme perlindungan hutan dan lahan gambut. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen kebijakan Perusahaan Perkebunan terkait perlindungan kawasan hutan dan kawasan gambut yang terdapat dalam ketentuan PIPPIB terbaru, dan ditandatangani oleh pimpinan puncak. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen 

	
	
	
	
	(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terdokumentasi tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman penerapan SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut. 
	 
	 
	
	

	4 
	TANGGUNG 
JAWAB 
KETENAGAKERJAAN 
	4.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menerapkan sistem K3 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen sistem manajemen K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sistem manajemen K3 meliputi kebijakan tentang K3, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tinjauan ulang K3 terkini dan ditandatangani oleh pimpinan puncak. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika tersedia 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, 
bukti sosialisasi dan rekaman implementasi. 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak tersedia 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, 
bukti sosialisasi dan rekaman implementasi. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia bukti sosialisasi kepada seluruh pekerja serta manajemen dan pekerja kontraktor tentang kebijakan K3 serta.
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen rekaman implementasi sistem manajemen K3. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia struktur organisasi dan SDM yang memiliki pemahaman terhadap sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang disahkan manajemen. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
stuktur 
organisasi, SDM, 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dan rekaman implementasi 
kesiapsiagaan 
dan tanggap 
darurat. 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen 
stuktur 
organisasi, SDM, 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, dan rekaman implementasi 
kesiapsiagaan 
dan tanggap 
darurat. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja sistem tanggap darurat meliputi penanganan keadaan darurat, bencana alam, dan kecelakaan kerja. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen rekaman implementasi sistem tanggap darurat. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki sarana dan prasarana tanggap darurat yang diperiksa berkala dan di tempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia sarana dan prasarana tanggap darurat (bencana alam, kebakaran dan peledakan) di wilayah konsesi usaha Perkebunan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
	 
	 
	 
	Memenuhi 
Jika memiliki sarana dan prasarana 
tanggap darurat yang memadai, sarana evakuasi, penempatan yang mudah diakses, dan program realisasi pemeliharaan 
dan/atau 
penggantian sarana dan prasarana yang sesuai. 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
sarana dan prasarana 
tanggap darurat yang memadai, sarana evakuasi, penempatan yang mudah diakses, dan program realisasi pemeliharaan 
dan/atau 
penggantian sarana dan prasarana yang sesuai. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia sarana evakuasi. 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	(3) Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(4) Penempatan sarana dan prasarana tanggap darurat yang mudah diakses. 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia program dan realisasi pemeliharaan dan/atau penggantian sarana dan prasarana tanggap darurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	4. Perusahaan Perkebunan telah membentuk organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan jumlah personal yang memadai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(I, B, P )
	(1) Tersedia SK pengesahan tim P2K3 oleh instansi terkait yang sesuai dengan personil P2K3. 

	 
	 
	 
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen SK 
pengesahan 
tim P2K3 yang 
termutakhir; sekretaris P2K3 yang bersertifikat AK3; dan rekaman hasil rapat P2K3 

Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen SK 
pengesahan 
tim P2K3 yang termutakhir; sekretaris P2K3 yang bersertifikat AK3; dan rekaman hasil rapat P2K3 

	
	
	
	
	(2) Memiliki sekretaris P2K3 yang bersertifikat Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) mutakhir sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman hasil rapat P2K3 untuk memantau implementasi dari K3 beserta bukti penyesuaian K3 yang perlu diterapkan. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	5. Perusahaan Perkebunan memiliki hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan resiko yang disosialisasikan kepada manajemen dan pekerja. 

(I, B, P)
	(1) Tersedia hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan pada setiap kegiatan operasional di lingkungan Perusahaan Perkebunan oleh petugas yang berkompeten. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen. 

Tidak 
memenuhi: 
Jika tidak memiliki 
dokumen 

	
	
	
	
	(2) Tersedia bukti sosialisasi tentang hasil identifikasi resiko dan rencana pengelolaan resiko untuk semua tingkatan pekerja. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Semua pekerja memiliki pemahaman yang cukup terhadap resiko K3 dibagiannya 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia bukti rekaman pelaksanaan pengelolaan resiko 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	6. Perusahaan Perkebunan menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia tanda- tanda bahaya di lokasi yang teridentifikasi resikonya sesuai dengan jenis resikonya.  
	
	
	 
	Memenuhi Jika memiliki tanda-tanda bahaya dilokasi 
dan jelas 
terpelihara. 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak memiliki tanda- 
tanda bahaya 
dilokasi dan 
tidak 
terpelihara. 

	
	
	
	
	(2) Pemberian tanda sudah memenuhi peraturan yang berlaku tentang pemasangan tanda bahaya. 
	
	
	 

	

	
	
	
	7. Perusahaan Perkebunan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk seluruh pekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu. Hasil pemeriksaan dievaluasi dan ditindaklanjuti secara memadai jika ditemukan pekerja yang terkena penyakit akibat kerja. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia daftar pekerja yang harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu dan termutakhir. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen daftar 
pekerja yang 
harus 
dilakukan 
pemeriksaan 
kesehatan 
berkala dan 
pemeriksaan 
kesehatan 
khusus untuk 
pekerja dengan resiko tertentu 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki daftar 
pekerja yang 
harus 
dilakukan 
pemeriksaan 
kesehatan 
berkala dan 
pemeriksaan 
kesehatan 
khusus untuk 
pekerja dengan 
resiko tertentu. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia bukti pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu sesuai dengan daftar yang ada. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia bukti pemeriksaan berkala dilakukan oleh petugas khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia bukti tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	8. Perusahaan Perkebunan memastikan seluruh pekerja mendapatkan pelatihan K3 yang memadai. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia program pelatihan K3 secara berkala untuk semua tingkatan pekerja. 

	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki 
dokumen 
rencana 
pelatihan K3 
secara berkala 
dan mutakhir. 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen 
rencana 
pelatihan K3 secara berkala 
dan mutakhir. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia bukti pelatihan K3 untuk semua pekerja sesuai dengan program pelatihan yang ada. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	9. Perusahaan Perkebunan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan peruntukkannya kepada setiap pekerja. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia APD yang memadai untuk setiap pekerja sesuai dengan hasil identifikasi resiko. 
	 
	 
	 
	Memenuhi 
Para pekerja 
menggunakan 
APD sesuai 
dengan resiko 
pekerjaannya. 

Tidak 
Memenuhi 
Pekerja tidak menggunakan 
APD sesuai 
dengan resiko 
pekerjaannya. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia program penggantian APD sesuai dengan masa pakai dari produsen APD. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumentasi sebagai bukti pemberian APD kepada pekerja sesuai dengan resiko pekerjaannya. 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen inventarisasi APD untuk melihat stok APD yang tersedia dalam rangka mengantisipasi APD yang rusak 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	10. Perusahaan Perkebunan memiliki laporan penerapan K3 yang dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia laporan penerapan program K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
	 
	 
	 
	Memenuhi Dokumen Laporan penerapan 
program K3 tersedia dengan 
lengkap sesuai 
dengan 
rencana. 

Tidak memenuhi Dokumen laporan penerapan program K3 tidak lengkap sesuai dengan 
rencana. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia bukti penyerahan laporan penerapan K3 setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan bukti laporan sudah diterima. 
	 
	 
	
	

	
	
	4.2 Persyaratan 

Administrasi Terkait Hubungan 
Kerja 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme rekrutmen pekerja dan proses rekrutmen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja rekrutmen pekerja yang didalamnya sudah mencantumkan tata cara perekrutan tenaga kerja dan persyaratan pekerja yang diterima untuk semua tipe pekerjaan, pelarangan penggunaan pekerja anak, dan pelarangan diskriminasi dalam pekerjaan. 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja rekrutmen pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja rekrutmen pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

	
	
	
	
	(2) Perusahaan Perkebunan dan agen tenaga kerja (jika menggunakan agen perekrutan) tidak melakukan pemungutan biaya kepada tenaga kerja. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Perusahaan Perkebunan dan agen tenaga kerja (jika menggunakan agen perekrutan) tidak melakukan penahanan dokumen asli milik tenaga kerja kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Pengumuman perekrutan tenaga kerja dan persyaratannya untuk semua tingkatan pekerja diinformasikan secara terbuka. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan perkebunan memiliki data seluruh pekerja baik PKWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) maupun PKWT (Pekerja Waktu Tertentu). 

	Tersedia daftar pekerja yang berisi informasi tentang: 
a. profil pribadi pekerja (nama, tempat dan tanggal lahir, alamat resmi sesuai KTP, agama, tanggal mulai masuk kerja). 
b. status tipe hubungan kerja. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki daftar pekerja 
Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja 



	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan melarang adanya segala bentuk kerjapaksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen kebijakan tertulis tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional yang ditandatangani oleh pimpinan puncak Perusahaan Perkebunan. 
	 
	 
	 
	Memenuhi Jika memiliki dokumen tertulis, bukti sosialisasi dan penerapan 
kebijakan tentang 
pelarangan 
segala bentuk 
kerja paksa 
atau 
perbudakan 

Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki 
dokumen 
kebijakan 
tertulis bukti sosialisasi dan penerapan tentang 
pelarangan 
segala bentuk 
kerja paksa 
atau perbudakan

	
	
	
	
	(2) Perusahaan Perkebunan melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait kebijakan tentang pelarangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan kepada seluruh tingkatan pekerja Perusahaan Perkebunan, pekerja kontraktor dan masyarakat sekitar. 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tidak ada bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional usaha perkebunan. 
	
	 
	 
	

	
	
	
	4. Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia aturan secara tertulis yang mengatur hak cuti dan jam kerja. 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki Dokumen, rekaman sosialisasi dan rekaman penerapan 
Peraturan tentang hak cuti dan jam kerja sesuai dengan 
aturan hukum 
yang berlaku. 

Tidak 
Memenuhi Jika tidak memiliki 
dokumen, rekaman sosialisasi dan rekaman penerapan 
Peraturan tentang hak cuti dan jam kerja sesuai dengan 
aturan hukum 
yang berlaku. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen yang menunjukkan realisasi atas aturan yang mengatur hak cuti dan jam kerja. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Terdapat rekaman sosialisasi peraturan terkait jam kerja dan hak cuti pekerja. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Terdapat rekaman penerapan peraturan Perusahaan Perkebunan 

	 
	 
	
	

	
	
	
	5. Setiap pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan tercatat di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen hubungan kerja yang berisi informasi sekurang-kurangnya: 
a. nama dan alamat perusahaan; 
b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja; 
c. jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. lingkup pekerjaan;
e. besaran upah, tunjangan dan cara pembayaran;
f. peraturan Perusahaan Perkebunan dan sanksi yang berlaku; 
g. hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan; 
h. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
i. tanggal perjanjian kerja dibuat; 
j. tanda tangan kedua belah pihak (pekerja dan perusahaan). 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki dokumen hubungan kerja dan salinannya. 
Tidak 
Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen hubungan kerja dan salinannya. 

	
	
	
	
	(2) Seluruh pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	6. Perusahaan Perkebunan yang menggunakan tenaga kerja asing harus menunjukkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing), serta mematuhi peraturan terkait mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (jika ada tenaga kerja asing). 
	 
	 
	 
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
RPTKA (Rencana 
Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing dan IMTA (jika ada 
tenaga kerja 
asing). 
Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 
RPTKA (Rencana 
Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing dan IMTA (jika ada tenaga kerja 
asing). 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen IMTA. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	7. Seluruh pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh dilakukan oleh Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Pekerja Harian Lepas (PKHL). Pekerja Harian Lepas yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus harus diangkat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

(I, B, P) 
	(1) Daftar hadir lengkap pekerja 6 (enam) bulan terakhir sesuai dengan tipe hubungan kerja. 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki daftar pekerja. 

Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar pekerja. 

	
	
	
	
	(2) Bukti pengangkatan pekerja harian mencakup PKWT dan PKHL berdasarkan peraturan perundangan. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	8. Melaporkan informasi data ketenagakerjaan dan perkembangannya kepada Disnaker setempat setiap 1 (satu) tahun sekali. 

(I, B, P) 
	(1) Terdapat bukti bahwa Perusahaan Perkebunan membuat laporan ketenagakerjaan dan perkembangannya secara periodik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki dokumen Laporan 
ketenagakerjaan dan perkembangannya secara rutin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Laporan ketenagakerjaan dan perkembangannya secara rutin. 

	
	
	
	
	(2) Bukti penyerahan dan tanda terima laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

	 
	 
	
	

	
	
	4.3 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Pekerja 

Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki sistem pengupahan sesuai peraturan tentang upah minimum dan mempunyai struktur dan skala upah. 

(I, B, P) 
	(1) Kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang sistem pengupahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki dokumen, SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, bukti sosialisasi, bukti implementasi dan rekaman kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang pengupahan 

Tidak memenuhi Jika tidak memiliki 
dokumen, SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja, bukti sosialisasi, bukti implementasi dan rekaman kebijakan 
Perusahaan Perkebunan 
tentang pengupahan 

	
	
	
	
	(2) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tentang pengupahan meliputi upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, upah lembur, potongan upah yang sah, dan fasilitas/imbalan lain di Perusahaan Perkebunan. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Sosialisasi Kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang pengupahan. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Implementasi atas upah minimum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibuktikan dengan salinan slip gaji/upah yang diberikan oleh Perusahaan Perkebunan kepada pekerja.
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia rekaman penerapan tentang sistem pengupahan. 
	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan untuk kesejahteraan dan kenyamanan pekerja dan keluarga pekerja. perbaikan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja. 
	 
	 
	 
	Memenuhi Jika memiliki daftar sarana dan prasarana (fisik dan non fisik), perawatan, anggaran dan rekaman tindak lanjutnya. 

Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) dan perawatan, anggaran dan rekaman tindak lanjutnya. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman tindak lanjut dari keluhan pekerja/keluarga pekerja terhadap kerusakan sarana dan prasarana. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki kebijakan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sesuai peraturan perundangan 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia Dokumen Kebijakan tentang program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. 

	 
	 
	 
	Memenuhi Jika memiliki Dokumen dan bukti sosialisasi kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang program SJSN.

Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki 
Dokumen dan bukti sosialisasi kebijakan 
Perusahaan Perkebunan 
tentang program SJSN.  

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman Sosialisasi program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditetapkan. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	4. Perusahaan Perkebunan memiliki daftar karyawan yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia daftar termutakhir karyawan yang terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. 

	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki dokumen karyawan yang mengikuti 
program BPJS. 

Tidak memenuhi Jika tidak memiliki 
dokumen karyawan yang 
mengikuti 
program BPJS. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia Bukti pembayaran program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan untuk pekerja tetap (PKWTT) dan pekerja harian lepas (PKHL). 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia Bukti koordinasi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	5. Kerja lembur harus atas kesediaan pekerja dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengaturan kerja lembur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki Dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan SOP/ mekanisme 
untuk kerja 
lembur tersedia. 

Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan SOP/ 
mekanisme 
untuk kerja 
lembur. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh pekerja dan pekerja kontrak tentang pengaturan kerja lembur.
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen rekaman kerja lembur untuk semua tingkatan pekerja yang konsisten. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	6. Target kerja yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan pekerja dan sarana pendukung. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen target kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki dokumen; sistem jenjang karir dan penilaian prestasi kerja; dan sarana prasarana untuk mencapai target 
kerja untuk 
pekerja. 

Tidak memenuhi Jika tidak memiliki 
dokumen; sistem jenjang karir dan penilaian prestasi kerja; dan sarana prasarana untuk mencapai target 
kerja untuk 
pekerja.

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen sistem jenjang karir dan penilaian prestasi kerja. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Para pekerja memahami dan menerima target kerja yang ditetapkan termasuk sistem jenjang karir dan penilaian prestasi kerja. 

	
	 

	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. 

	 
	 
	 
	

	
	
	4.4 Larangan Pekerja Anak dan Diskriminasi dalam Pekerjaan 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen kebijakan pelarangan mempekerjakan anak sesuai dengan peraturan perundangan 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia Dokumen kebijakan terkait pelarangan mempekerjakan anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki Dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan Kebijakan Perusahaan Perkebunan terkait pelarangan 
mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan peraturan perundangan 

Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki 
Dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan Kebijakan 
Perusahaan Perkebunan terkait pelarangan 
mempekerjakan 
anak dibawah 
umur sesuai dengan peraturan perundangan 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman sosialisasi dokumen kebijakan Perusahaan Perkebunan terkait pelarangan mempekerjakan anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada seluruh tingkatan pekerja dan pekerja kontrak. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia tanda larangan anak-anak berada di sekitar lokasi kerja yang berbahaya bagi anak-anak dan diketahui oleh seluruh pekerja dan keluarga pekerja. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan menerapkan Kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia Dokumen Kebijakan terkait tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, dan status sosial, sesuai dengan peraturan perundangan. 

	 
	 
	
	Memenuhi Jika memiliki Dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan Kebijakan terkait tidak melakukan diskriminasi 
terhadap pekerja 

Tidak Memenuhi Tidak tersedia dokumen, bukti sosialisasi dan bukti penerapan Kebijakan 
terkait tidak 
melakukan diskriminasi terhadap pekerja 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman Sosialisasi dokumen kebijakan terkait tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tidak ada bentuk Diskriminasi terhadap pekerja 
	
	 
	 
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia prosedur penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika tersedia 
Dokumen dan tindak lanjut 
pengaduan dan 
keluhan pekerja 

Tidak 
memenuhi 
Jika tersedia 
Dokumen dan tindak lanjut 
pengaduan dan 
keluhan pekerja 


	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	4. Perusahaan Perkebunan harus memastikan pekerja terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun Perusahaan Perkebunan. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja terkait pelecehan, ancaman, memenuhi Jika tidak memiliki dokumen dan tindak lanjut pengaduan dan mekanismenya. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen dan tindak lanjut 
pengaduan dan 
mekanismenya 

Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen dan tindak lanjut 
pengaduan dan 
mekanismenya. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman penanganan terkait pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental. 

	 
	 
	 
	

	
	
	4.5 Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja 

Perusahaan Perkebunan memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuang-kan hak-hak pekerja. 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan Serikat Pekerja. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia dokumen pembentukan Serikat Pekerja yang telah tercatat di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
pembentukan 
Serikat Pekerja 
dan dokumen hasil 
pertemuan. 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 
pembentukan 
Serikat Pekerja 
dan pertemuan. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman pertemuan antara Perusahaan Perkebunan dengan Serikat Pekerja. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman pertemuan intern Serikat Pekerja. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat Pekerja. 

(I, B, P) 


	(1) Tersedia Kebijakan Perusahaan Perkebunan tentang membebaskan pekerjanya dalam pembentukan Serikat Pekerja dan memberikan fasilitas terhadap pekerja dalam kegiatan serikat pekerja. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
Dokumen dan bukti sosialisasi 
Kebijakan 
Perusahaan Perkebunan terkait Serikat 
Pekerja 

Tidak memenuhi Jika tidak memiliki 
dokumen, dan bukti sosialisasi 
kebijakan 
Perusahaan Perkebunan terkait Serikat 
Pekerja 


	
	
	
	
	(2) Tersedia bukti sosialisasi kebijakan untuk seluruh tingkatan pekerja dan kontraktor. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja. 

(I, B, P) 
	Tersedia Daftar pekerja 
yang menjadi anggota Serikat Pekerja tersedia dan mutakhir. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
daftar pekerja 
yang menjadi 
anggota Serikat 
Pekerja. 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak 
memiliki daftar 
pekerja yang menjadi anggota 
Serikat Pekerja. 

	
	
	
	4. Perusahaan Perkebunan memastikan pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia mekanisme yang terdokumentasi untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja. 

	 
	 
	
	Memenuhi Jika tidak memilki 
dokumen 
mekanisme 
menyampaikan 
pendapat dan 
keluhan. 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memilki 
dokumen 
mekanisme 
menyampaikan 
pendapat dan 
keluhan 

	
	
	
	
	(2) Pekerja mengetahui mekanisme untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumentasi umpan balik dari perusahaan terhadap pendapat dan keluhan dari serikat pekerja.

	
	
	
	

	
	
	
	5. Perusahaan Perkebunan memastikan pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia Kebijakan yang memperbolehkan pekerja untuk berkumpul, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki kebijakan dan rekaman sosialisasi kebijakan yang memperbolehkan pekerja untuk berkumpul, 
membentuk atau 
bergabung dalam 
organisasi atau 
serikat buruh. 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak memiliki 
kebijakan dan rekaman sosialisasi kebijakan yang memperbolehkan pekerja untuk berkumpul, membentuk atau bergabung dalam 
organisasi atau 
serikat buruh. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman sosialisasi terkait kebijakan yang memperbolehkan pekerja untuk berkumpul, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh. 

	 
	 
	
	

	
	
	4.6 Fasilitasi Pembentukan Koperasi Pekerja dan Karyawan 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia Dokumen kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi dan memberikan fasilitas pembentukan koperasi. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen dan bukti sosialisasi kebijakan 
dalam 
mendukung dan 
memberikan 
fasilitas 
pembentukan 
koperasi. 

Tidak 
memenuhi 
Jika memiliki 
Dokumen, dan bukti sosialisas 
kebijakan 
dalam 
mendukung dan 
memberikan fasilitas 
pembentukan 
koperasi. 


	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman Sosialisasi kebijakan dan kebijakan diketahui oleh seluruh pekerja. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen pembentukan koperasi. 

(I, B, P) 
	(1) Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen dan 
rekaman 
pelaksanaan 
Rapat Anggota 
Tahunan (RAT). 

Tidak 
Memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen dan 
rekaman 
pelaksanaan 
Rapat Anggota 
Tahunan (RAT). 

	
	
	
	
	(2) Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktivitas yang nyata. 

	 
	 
	 
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi. 

(I, B, P) 
	Daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi yang termutakhir. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
daftar pekerja yang menjadi 
anggota 
koperasi. 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak 
memiliki daftar 
pekerja yang 
menjadi anggota 
koperasi 

	5 
	TANGGUNG 
JAWAB 
SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN 
EKONOMI 
MASYARAKAT 
	5.1 Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk mengidentifikasi, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak memiliki 
SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan identifikasi dan hasil identifikasi program yang sesuai dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang mengikutserta-kan tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, dan/atau pihak lain yang terkait.

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia program dan target yang terukur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan berdasarkan hasil identifikasi untuk periode tahun berjalan dan periode minimal 1 (satu) tahun ke depan 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan program pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia dokumen rekaman pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan program pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan untuk peningkatan program tahun berikutnya. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olahraga, seni budaya dan keagamaan. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia bukti fisik dan dokumen kegiatan pembangunan di sekitar kebun sesuai dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

	 
	 
	 
	Memenuhi 
Jika memiliki 
Dokumen dan 
Bukti rekaman pembangunan di sekitar kebun. 

Tidak memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
Dokumen dan 
Bukti rekaman pembangunan di sekitar kebun. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman pemantauan pelaksanaan program tanggung jawab Perusahaan Perkebunan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman evaluasi efektitas pelaksanaan program untuk peningkatan program tahun berikutnya. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan/ Corporate Social Responsibility (CSR). 

(I, B, P) 
	Tersedia 
laporan tahunan 
kegiatan tanggung 
jawab sosial kemasyarakatan. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
pelakasanaan 
CSR. 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 
pelakasanaan 
CSR. 

	
	
	5.2 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat/ Penduduk Asli 

Perusahaan Perkebunan berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan potensi kearifan lokal. 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme terkait peningkatan kesejahtera-an masyarakat hukum adat yang keberadaan-nya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk mengidentifikasi, melaksanakan, memantau, da mengevaluasi program terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman 

Tidak memenuhi Jika tidak memiliki 
SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan identifikasi dan hasil identifikasi program yang sesuai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada yang mengikutserta-kan tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, dan/atau pihak lain yang terkait. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia program dan target yang terukur terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada berdasarkan hasil identifikasi untuk periode tahun berjalan dan periode minimal 1 (satu) tahun ke depan 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia dokumen rekaman pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah serta melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada untuk peningkatan program tahun berikutnya. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki Program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat/penduduk asli yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia daftar program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen daftar 
program dan rekaman impelementasi program peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakt 
hukum adat. 

Tidak 
memenuhi 
Tidak tersedia 
daftar program dan rekaman impelementasi program peningkatan 
kesejahtraaan 
masyarakat hukum adat 


	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman, bukti fisik dan dokumen implementasi dari program peningkatan kesejahtraaan masyarakat hukum adat. 

	 
	 
	 
	

	
	
	5.3 Pengembangan Usaha Lokal 

Perusahaan Perkebunan Memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ 
pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun. 
	1. Perusahaan Perkebunan memiliki kemitraan dengan masyarakat di sekitar kebun dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha lokal 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia dokumen perjanjian kerja sama terkait kemitraan dengan usaha lokal yang diusahakan oleh masyarakat di sekitar kebun (pihak ketiga). 

	 
	
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen perjanjian kerja sama terkait kemitraan dengan usaha lokal yang diusahakan oleh masyarakat di sekitar kebun 
(pihak ketiga) 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak memiliki dokumen perjanjian kerja sama terkait kemitraan dengan usaha lokal yang diusahakan oleh masyarakat di sekitar kebun (pihak ketiga)

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan. 

	 
	
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme untuk pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja untuk mengidentifikasi, melaksanakan, memantau, da mengevaluasi program terkait pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun. 

	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman. 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak 
memiliki SOP/Petunjuk Teknis/Instruksi Kerja, seluruh dokumen identifikasi dan rekaman 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan identifikasi dan hasil identifikasi program yang sesuai dalam rangka pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia program dan target yang terukur terkait pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun berdasarkan hasil identifikasi untuk periode tahun berjalan dan periode minimal 1 (satu) tahun ke depan 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen rekaman pelaksanaan program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia dokumen rekaman pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian atau pengadaan barang/jasa dari masyarakat di sekitar kebun untuk peningkatan program tahun berikutnya. 

	 
	 
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa. 

(I, B, P)  

	Bukti fisik dan 
dokumen 
pelaksanaan 
program pengembangan usaha lokal 
masyarakat di 
dalam dan diluar 
area Perusahaan Perkebunan. 
	 
	 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen 
transaksi 
dengan masyarakat 
lokal 

Tidak 
memenuhi 
Jika tidak 
memiliki 
dokumen 
transaksi 
dengan 
masyarakat 
lokal 

	6 
	PENERAPAN TRANSPARANSI 
	6.1 Ketertelusuran Sumber Pemasok TBS 

	Perusahaan Perkebunan memiliki daftar sumber pemasok TBS 

(I, P) 
	Tersedia daftar sumber pemasok TBS yang termutakhir yang memuat informasi paling sedikit berupa: 
a) nama pemasok; 
b) alamat dan lokasi kebun; 
c) status sertifikasi ISPO; 
d) data produksi dan produktivitas pemasok; 
e) data pembelian dari pemasok. 
	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen informasi pemasok TBS yang 
termutakhir. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen informasi pemasok TBS. 

	
	
	6.2 Perhitungan Indeks K dan Data Dukung yang Transparan 

	Perusahaan Perkebunan memilki mekanisme perhitungan indeks K sesuai peraturan perundangan yang berlaku 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait perhitungan indeks K Perusahaan Perkebunan. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait perhitungan indeks K dan rekaman komponen indeks. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait perhitungan indeks K dan rekaman komponen indeks. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia Rekaman komponen Indeks dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	6.3 Penerapan Penetapan Harga TBS yang Adil dan Transparan 

	Perusahaan Perkebunan secara periodic memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penetapan harga apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penetapan harga, rekaman surat penetapan harga TBS, perhitungan harga TBS, dan bukti pembayaran. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penetapan harga, rekaman surat penetapan harga TBS, perhitungan harga TBS, dan bukti pembayaran. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman surat penetapan harga TBS bulanan (untuk periode 1 (satu) tahun ke belakang), dari Dinas yang membidangi Perkebunan. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja yang ditetapkan untuk pekebun non mitra. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia bukti pembayaran TBS dari pihak luar sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	6.4 Keterbukaan terhadap Informasi yang Tidak Bersifat Rahasia dan Penanganan Keluhan 

	1. Perusahaan Perkebunan memilki mekanisme untuk menyediakan informasi publik, selain informasi yang dikecualikan 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penyediaan Informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penyediaan Informasi publik, media elektronik/non elektronik, dan rekaman informasi publik. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penyediaan Informasi publik, media elektronik/non elektronik, dan rekaman informasi publik. 


	
	
	
	
	(2) Tersedia sarana/media elektronik dan/atau non eletronik dalam rangka penyediaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan efisien. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen rekaman informasi publik yang publikasikan dan waktu publikasinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memilki mekanisme tanggapan/ pelayanan terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan. 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tanggapan/pelayanan terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan rekaman tanggapan/pelayanan. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja dan rekaman tanggapan/pelayanan. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman tanggapan/pelayanan terhadap permintaan informasi meliputi: 
a) Jumlah permintaan informasi yang diterima; 
b) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi 
c) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau 
d) alasan penolakan permintaan informasi. 

	
	
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme penanganan keluhan 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan keluhan dari pihak internal dan eksternal, termasuk keluhan terkait produk dalam sistem rantai pasok. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan keluhan, dan rekaman penyelesaian penanganan. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja penanganan keluhan, dan rekaman penyelesaian penanganan 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen rekaman penyelesaian penanganan keluhan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir. 

	
	
	
	

	
	
	
	4. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen Beneficial Ownership (BO) 

(I, B, P) 
	Tersedia dokumen informasi berupa pemilik manfaat dari perusahaan perkebunan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perkebunan (SIPERIBUN). 
	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen informasi. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
Dokumen informasi. 

	
	
	6.5 Komitmen Untuk Tidak Melakukan Tindakan yang Dapat Diindikasikan Suap 

	Perusahaan Perkebunan memiliki dan mendeklarasikan Kode Etik Usaha yang jujur dan bebas korupsi yang telah disosialisasikan kepada publik 

(I, B, P ) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait kode etik pelaksanaan bisnis, pencegahan dan pemberatasan tindak pencucian uang, pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencegahan dan pemberatasan korupsi yang disahkan oleh manajemen Perusahaan Perkebunan. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait kode etik dan bukti deklarasi dan/atau sosialisasi. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja terkait kode etik dan bukti deklarasi dan/atau sosialisasi. 



	
	
	
	
	(2) Tersedia bukti deklarasi dan/ atau sosialisasi mekanisme terkait kode etik kepada seluruh tingkatan pekerja dan pihak ketiga. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	6.6 Penerapan Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur (traceability) 

	1. Perusahaan Perkebunan menetapkan dan menerapkan model dan sistem rantai pasok 

(I, P) 
	(1) Tersedia kajian/analisis penetapan model dan sistem rantai pasok berdasarkan data sumber pemasok TBS. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki dokumen penetapan model dan prosedur, dokumen komitmen, dan dokumen penanganan ketidaksesuaian terkait sistem rantai pasok. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen penetapan model dan prosedur, dokumen komitmen, dan dokumen penanganan 
terkait sistem rantai pasok. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia komitmen tentang penetapan model dan sistem rantai pasok yang diterapkan oleh Perusahaan Perkebunan. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja untuk menjamin konsistensi penerapan model dan sistem rantai pasok yang telah ditetapkan. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen rekaman implementasi penerapan model dan sistem rantai pasok. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	
	(5) Tersedia dokumen penanganan ketidaksesuaian terhadap klaim model rantai pasok dan penyimpangan lain pada produk bersertifikat ISPO dan/atau dokumen terkait. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki informasi yang lengkap pada dokumen transaksi pembelian dan penjualan 

(perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang termasuk surat pengiriman barang) 
(I, B, P) 
	Tersedia dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang- kurangnya mencakup informasi berikut: 
a) nama dan alamat penjual; 
b) nama dan alamat pembeli;
c) tujuan pengiriman; 
d) identifikasi produk di antaranya CPO, cangkang, dan produk samping olahan TBS lainnya, termasuk kesesuaian model rantai pasok yang diterapkan;
e) jumlah produk yang dikirim; 
f) jumlah produk yang diterima atau dikirim; 
g) tanggal muat dan pengiriman; 
h) dokumentasi pengiriman/ transportasi; 
i) nomor sertifikat ISPO; 
j) masa berlaku sertifikat ISPO; 
k) logo ISPO; 
l) nomor pengenal unik 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen transaksi pembelian dan penjualan. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen pembelian dan penjualan. 

	
	
	
	3. Penerapan sistem rantai pasok segregasi/ segregation. 

(I, P) 
	(1) Tersedia fasilitas yang mendukung pemisahan secara fisik produk bersertifikat dan produk tidak bersertifikat ISPO pada setiap tahapan produksi, pemrosesan, penyimpanan dan transportasi pengiriman di seluruh rantai pasok. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	Memenuhi 
Jika memiliki 
fasilitas yang mendukung 
pemisahaan 
produk 

Tidak 
Memenuhi Jika tidak memiliki 
fasilitas yang 
mendukung 
pemisahaan 
produk. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman pembilasan fasilitas pada saat perubahan model rantai pasok dan rekaman pemisahan produk tidak bersertifikat ISPO. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja tindak lanjut penangananan produk yang terkontaminasi. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia dokumen yang membuktikan pemisahan secara fisik pada fasilitas penyimpanan, proses dan transportasi. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	

	
	
	
	4. Penerapan sistem rantai pasok mass balance 

(I, P) 
	(1) Tersedia data termutakhir terkait data pemasok TBS bersertifikat ISPO yang diverifikasi memenuhi 30% telah bersertifikasi ISPO. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	Memenuhi 
Jika tersedia data pemasok TBS bersertifikat ISPO; data penjualan; dan laporan rekonsiliasi. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia data pemasok TBS bersertifikat ISPO; data penjualan; dan laporan rekonsiliasi. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia data penjualan produk hasil olahan TBS, mencakup Informasi: 
a) data produksi; 
b) data stok penyimpanan/gudang; 
c) data pengiriman;
d) daftar pembeli.

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	

	
	
	
	
	(3) Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi harian (continous accounting system), tersedia laporan rekonsiliasi periodik dengan ketentuan: 
a) monitoring secara harian (realtime); 
b) jumlah produk bersertifikat ISPO yang dikirim kepada pelanggan dari Pabrik tidak melebihi jumlah yang diproduksi dalam basis pencatatan harian;
c) Produk yang diproduksi selama masa pembekuan, tidak dapat berstatus sebagai Produk Bersertifikat ISPO. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	

	
	
	
	
	(4) Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi berkala (fix inventory period), tersedia laporan rekonsiliasi maksimal periodik 3 (tiga) bulanan dengan ketentuan: 
a) Jumlah volume/berat dari produk bersertifikat ISPO masuk dan keluar seimbang; 
b) Pada akhir periode rekonsiliasi tidak terdapat stok negatif untuk produk bersertifikat ISPO; 
c) Jika terjadi pendataan berlebih pada akhir periode rekonsiliasi. Kredit yang tidak digunakan dapat dialihkan dan dicatat untuk periode rekonsiliasi berikutnya selama sertifikat ISPO berlaku 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	

	
	
	
	5. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pengendalian kegiatan yang dialihdayakan 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengendalian kegiatan yang dialihdayakan 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengendalian 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja pengendalian 

	
	
	
	
	(2) Tersedia dokumen kesepakatan / kontrak yang melingkupi kegiatan yang dialihdayakan dengan semua kontraktor yang melakukan penanganan fisik produk bersertifikat ISPO, status kepemilikan material. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika tersedia bukti 
kesepakatan/kontrak 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia bukti kesepakatan/ 
Kontrak 

	
	
	
	
	(3) Tersedia dokumen sosialisasi sistem rantai pasok ISPO kepada kontraktor. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika tersedia bukti 
sosialisasi. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia bukti 
sosialisasi. 

	
	
	
	6. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme pengendalian rekaman sistem rantai pasok yang diimplementasikan dan tetap tersedia sampai setidaknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

(I, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja Pengendalian catatan. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja Pengendalian catatan. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja Pengendalian catatan 


	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman rantai pasok yang disimpan paling sedikit 5 (lima) tahun. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika tersedia rekaman rantai pasok. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia rekaman rantai pasok. 

	
	
	
	7. Perusahaan Perkebunan memiliki personel yang kompeten dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok 

(I, P) 
	(1) Tersedia kriteria persyaratan kompetensi yang terlibat dalam sistem rantai pasok ISPO. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika tersedia kriteria persyaratan kompetensi. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia kriteria persyaratan kompetensi 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rencana kebutuhan pelatihan personil. 

	✓ 
	
	
	Memenuhi 
Jika tersedia rencana kebutuhan pelatihan personil. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia rencana kebutuhan pelatihan personil 

	
	
	
	
	(3) Tersedia realisasi pelatihan personil dan hasil evaluasi pelatihan. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika tersedia realisasi pelatihan personil dan hasil evaluasi pelatihan. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia realisasi pelatihan personil dan hasil evaluasi pelatihan. 


	
	
	
	8. Perusahaan Perkebunan memiliki infrastruktur yang memadai dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok 

(I, P) 
	(1) Tersedia Layout kapasitas penyimpanan produk bersertifikat ISPO yang sesuai dengan kapasitas produksi. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	Memenuhi 
Jika tersedia dokumen layout penyimpanan. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia dokumen layout penyimpanan. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia infrastruktur timbangan yang telah dikalibrasi. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	Memenuhi 
Jika tersedia infrastruktur dan data tera. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia infrastruktur dan data tera. 

	
	
	
	
	(3) Tersedia sistem manajemen informasi yang mendukung sistem rantai pasok dan terimplementasi. 

	✓ 
	✓ 
	✓ 
	Memenuhi 
Jika tersedia sistem manajemen informasi. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak tersedia sistem manajemen informasi. 

	
	
	
	9. Perusahaan Perkebunan melakukan registrasi jumlah produksi dan penjualan dari produk bersertifikat ISPO. 

(I, B, P) 
	Tersedia rekaman transaksi produk bersertifikat ISPO. Saat tersedia sistem IT ISPO maka registrasi dan pelaporan transaksi harus dilakukan pada sistem IT tersebut sebelum dilakukan pengiriman 
	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki rekaman transaksi. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki rekaman transaksi. 


	7 
	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN 
	7.1 Pemantauan dan Pembaruan Masa Berlaku Dokumen 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki mekanisme untuk memantau dan memperbaharui dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia SOP/Petunjuk teknis/Instruksi Kerja untuk memantau dan memperbaharui dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki mekanisme untuk memantau dan memperbaharui dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan dan personil yang bertanggung jawab. 

Tidak memenuhi 
Jika tidak memiliki mekanisme untuk memantau dan memperbaharui dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan dan personil yang bertanggung jawab. 


	
	
	
	
	(2) Tersedia daftar seluruh dokumen legal yang dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang berisi informasi paling sedikit: 
a) nama dokumen; 
b) tanggal terbit; 
c) tanggal habis masa berlaku; 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia personil yang bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen yang diperlukan. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan memiliki inventarisasi dokumen legalitas yang masih dalam proses pengajuan awal maupun sedang dalam proses perpanjangan/ pembaruan 

(I, B, P) 
	(1) Tersedia inventarisasi dokumen legalitas yang sedang berproses meliputi rencana dan target penyelesaian. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki inventarisasi dokumen legalitas yang sedang berproses 
legal masih 
berlaku dan personil yang bertanggung jawab. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak inventarisasi dokumen legalitas yang sedang berproses 
legal masih 
berlaku dan personil yang bertanggung jawab. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia personil yang bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen legalitas Perusahaan Perkebunan. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	7.2 Program Peningkatan Usaha Perkebunan Berkelanjutan 

	1. Perusahaan Perkebunan memiliki dokumen tinjauan manajemen terhadap seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan. 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang disahkan dan mencakup seluruh kegiatan operasional Perusahaan Perkebunan atas prinsip usaha berkelanjutan yang secara rutin dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki 
dokumen. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki 
dokumen. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman hasil audit internal ISPO yang dilakukan oleh personil yang telah mengikuti pelatihan ISPO. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	2. Perusahaan Perkebunan mengimplementasikan perbaikan kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan 

(I, B, P) 

	(1) Tersedia rekaman tindakan perbaikan dan pencegahan dari hasil internal audit ISPO. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki seluruh dokumen rekaman perbaikan. 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki rekaman perbaikan. 

	
	
	
	
	(2) Tersedia rekaman tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan instansi terkait. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	
	(3) Tersedia rekaman perbaikan dan peningkatan sebagai tindak lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	
	(4) Tersedia hasil evaluasi dari setiap kegiatan perbaikan internal audit ISPO, tinjauan manajemen. 

	✓ 
	✓ 
	
	

	
	
	
	3. Perusahaan Perkebunan memiliki Program Peningkatan Operasional Usaha 

(I, B, P) 
	Tersedia rencana operasional usaha jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka peningkatan: 
a) produksi/produktivitas; 
b) skala usaha;
c) penjualan; 
d) penyerapan tenaga kerja; atau 
e) bentuk upaya peningkatan lainnya yang relevan. 

	✓ 
	✓ 
	
	Memenuhi 
Jika memiliki Program Peningkatan Operasional Usaha 

Tidak Memenuhi 
Jika tidak memiliki Program Peningkatan Operasional Usaha. 
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